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ternyata belum semua penanggung jawab di 
semua posisi di Politeknik Pelayaran Sura-
baya memahami arti pentingnya SPIP. Hal ini 
antara lain tercermin dalam beberapa perilaku 
penanggung jawab yang masih belum menun-
jukkan komitmen yang tinggi dalam melak-
sanakan tugasnya, identifikasi dan analisis 
risiko belum sepenuhnya dilakukan pada be-
berapa unit, aktivitas pengendalian yang be-
lum optimal yang bisa dilihat dari kurangnya 
pengecekan independen terhadap tugas-tugas 
yang dikerjakan oleh satu bagian serta mana-
jemen aset yang belum optimal, informasi 
mengenai visi, misi dan tujuan yang belum 
seluruhnya diterima oleh pegawai tingkat 
bawah, serta pemantauan kinerja yang kurang 
efektif. Jika seluruh pegawai belum mempu-
nyai persepsi yang sama terhadap pentingnya 
Implementasi SPIP, maka hal ini bisa berim-
bas pada keberlangsungan opini WTP di ta-
hun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini diarahkan pada usaha untuk 
mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Im-
plementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Politeknik Pelayaran Surabaya, 
dengan membatasi hanya pada unsur lingkun-
gan pengendalian yang merupakan unsur per-
tama dari SPIP. Karena lingkungan Pengen-
dalian merupakan fondasi dari unsur-unsur 
SPIP lainnya, dimana keefektifan dari SPIP 
sangat tergantung dari implementasi lingkun-
gan pengendalian. Lingkungan pengendalian 
yang kondusif akan memberikan kontribusi 
dalam mencapai keefektifan SPIP, sebaliknya 
lingkungan pengendalian yang buruk juga 
akan mengakibatkan kegagalan dalam men-
capai SPIP yang efektif. 

Dari uraian diatas, maka judul penelitian 
yang sesuai untuk penelitian ini adalah “Per-
sepsi Pegawai Mengenai Lingkungan Pen-
gendalian Intern di Politeknik Pelayaran 
Surabaya”. 

KAJIAN PUSTAKA
1. Persepsi Pegawai

Sukanti, dkk (2008) mendefinisikan 
persepsi sebagai suatu proses penerimaan, 
penafsiran, pemberian makna pada suatu ob-
jek dengan menggunakan alat inderanya ke-
mudian menginterpretasikan sesuai dengan 
kemampuan individu untuk menyimpulkan 
sebagai reaksi terhadap obyek tersebut. Wal-
gito (2002) mendefinisikan persepsi dalam 
arti yang hampir sama dengan Sukati, dkk. 
dimana persepsi adalah proses mengolah in-
formasi yang diperoleh melalui penginderaan 
kemudian diorganisasi dan diinterpretasikan, 
membentuk aktivitas yang terintegrasi dalam 
diri individu yang melibatkan kemampuan 
berfikir, perasaan dan pengalaman-pengala-
man. 

Berdasarkan pengertian persepsi di atas, 
maka Persepsi Pegawai adalah proses pega-
wai mengolah informasi yang diperoleh me-
lalui penginderaan kemudian pegawai berusa-
ha untuk mengorganisasi, menginterpretasi-
kan dan membuat kesimpulan dari informasi 
tersebut dimana dalam keseluruhan proses 
tersebut akan melibatkan kemampuan ber-
pikir, perasaan dan pengalaman-pengalaman 
dari pegawai. Dalam penelitian ini, pegawai 
akan memberikan pesepsi cukup memadai 
dan memadai apabila pegawai merasa bahwa 
unsur-unsur dalam lingkungan pengendal-
ian sudah diimplementasikan dengan baik di 
Politeknik Pelayaran Surabaya. Sebaliknya, 
pegawai akan memberikan persepsi tidak me-
madai atau kurang memadai apabila pegawai 
merasa bahwa unsur-unsur dalam lingkungan 
pengendalian belum diimplementasikan den-
gan baik di Politeknik Pelayaran Surabaya.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) 

Krismiaji (2005) mendefinisikan pengen-
dalian intern sebagai suatu rencana organisasi 
dan metode yang digunakan untuk menjaga 
dan melindungi aktiva, menghasilkan infor-
masi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan 
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mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no-
mor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pen-
gendalian Intern (SPIP) adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpi-
nan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pen-
gamanan asset negara, dan ketatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Menurut 
Mahmudi (2010), sistem akuntansi berkaitan 
erat dengan sistem pengendalian internal or-
ganisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah 
sistem akuntansi yang didalamnya mengand-
ung sistem pengendalian yang memadai. 

Pengertian sistem pengendalian intern 
adalah proses yang integral dari tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan oleh manajemen 
(eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan 
jaminan atau keyakinan yang memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan keta-
atan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 
tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk menca-
pai pengelolaan keuangan negara yang efek-
tif, efisien, transparan, dan akuntabel, men-
teri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/
walikota wajib melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan 
berpedoman pada Sistem Pengendalian In-
tern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksud-
kan dengan tujuan memberikan keyakinan 
yang memadai bagi tercapainya efektivitas 
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelengga-
raan pemerintah negara, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan keta-
atan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong 
efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manaje-
men. Menurut tujuannya, pengendalian intern 
dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian 
intern akuntansi (intern accounting control) 
dan pengendalian intern administratif (in-
ternal administrative control). Pengendalian 
intern akuntansi yang merupakan bagian dari 
sistem pengendalian intern, meliputi struktur 
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
dikoordinasikan terutama untuk menjaga 
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi. Pengendalian 
intern akuntansi yang baik akan menjamin ke-
amanan kekayaan para investor dan kreditur 
yang ditanamkan dalam organisasi dan akan 
menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya. Pengendalian intern administratif 
meliputi struktur organisasi, metode dan uku-
ran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 
untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 
kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010). 

Adapun unsur Sistem Pengendalian In-
tern Pemerintah berdasarkan PP 60 tahun 
2008 antara lain : 
a. Lingkungan pengendalian 
b. Penilaian resiko 
c. Kegiatan pengendalian 
d. Informasi dan komunikasi 
e. Pemantauan pengendalian intern.

3. Lingkungan Pengendalian Intern
Lingkungan Pengendalian berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
adalah kondisi dalam instansi pemerintah 
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian 
intern. Lingkungan Pengendalian merupakan 
fondasi dari unsur-unsur SPIP lainnya kare-
na keefektifan dari SPIP sangat tergantung 
dari implementasi Lingkungan Pengendal-
ian. Lingkungan Pengendalian yang kondusif 
akan memberikan kontribusi dalam menca-
pai keefektifan SPIP, sebaliknya Lingkungan 
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Pengendalian yang buruk juga akan men-
gakibatkan kegagalan dalam mencapai SPIP 
yang efektif. Lingkungan Pengendalian yang 
kondusif memiliki prasyarat bahwa dalam in-
stansi pemerintah terdapat pegawai yang:
a. Berkompeten
b. Memahami tanggung jawabnya
c. Memahami batasan kewenangannya
d. Memiliki pengetahuan yang memadai
e. Memiliki kesadaran yang penuh dan komit-

men untuk melakukan apa yang benar
f. berkomitmen untuk mematuhi kebijakan 

dan prosedur organisasi berikut standar 
etika dan perilaku (BPKP, 2009).
Lingkungan Pengendalian merupakan 

komponen pengendalian yang bersifat soft 
control (pengendalian lunak) yang bersifat 
dinamis sehingga teknik yang digunakan un-
tuk menilai keberadaan dan efektivitasnya di-
peroleh dari pendapat dan persepsi para pega-
wai dibandingkan dengan kondisi fisiknya 
(BPKP, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 Pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi 
pemerintah untuk menciptakan dan memeli-
hara Lingkungan Pengendalian yang menim-
bulkan perilaku positif dan kondusif untuk 
penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya 
melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Penegakan integritas dan nilai etika

Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa 
dalam menegakkan integritas dan nilai 
etika, pimpinan instansi sekurang-kurang-
nya melakukan tindakan sebagai berikut:
1) Melakukan penyusunan dan penera-

pan aturan perilaku di lingkungannya.
2) Memberikan keteladanan pelaksanaan 

aturan perilaku.
3) Menegakkan tindakan disiplin yang 

tepat atas penyimpangan terhadap ke-
bijakan, prosedur, dan aturan perilaku.

4) Menjelaskan dan mempertanggung-
jawabkan adanya intervensi atau pen-
gabaian atas sistem pengendalian.

5) Menghapus kebijakan atau penugasan 
yang memberikan ruang untuk ber-
perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi
Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 
komitmen terhadap kompetensi sekurang-
kurangnya dilakukan dengan:
1) Mengidentifikasi dan menetapkan ke-

giatan yang dibutuhkan untuk meny-
elesaikan tugas dan fungsi pada setiap 
posisi dalam instansinya.

2) Menyusun standar kompetensi untuk 
setiap tugas dan fungsi pada masing-
masing posisi dalam instansinya.

3) Menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan serta pembimbingan untuk 
membantu pegawai mempertahankan 
dan meningkatkan kompetensi peker-
jaannya.

4) Memilih pimpinan instansi yang me-
miliki kemampuan manajerial dan 
pengalaman teknis yang luas dalam 
pengelolaan instansinya.

c. Kepemimpinan yang kondusif
Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa 
kepemimpinan yang kondusif sekurang-
kurangnya ditunjukkan dengan:
1) Mempertimbangkan risiko dalam se-

tiap pengambilan keputusan.
2) Menerapkan manajemen berbasis kin-

erja di instansinya.
3) Mendukung fungsi tertentu dalam 

penerapan sistem pengendalian instan-
si pemerintah.

4) Melindungi aset dan informasi dari ak-
ses dan penggunaan yang tidak sah.

5) Melakukan interaksi secara intensif 
dengan pejabat pada tingkatan yang 
lebih rendah.

6) Menanggapi secara positif terhadap 
pelaporan yang berkaitan dengan 
keuangan, penganggaran, program dan 
kegiatan.
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d. Pembentukan struktur organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan
Pembentukan struktur organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan menurut Pasal 
8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 sekurang-kurangnya dilakukan den-
gan:
1) Melakukan penyesuaian struktur or-

ganisasi dengan ukuran dan sifat keg-
iatan instansi.

2) Memberikan kejelasan tentang we-
wenang dan tanggung jawab dalam 
instansinya.

3) Memberikan kejelasan tentang hubun-
gan dan jenjang pelaporan intern 
dalam instansinya.

4) Melaksanakan evaluasi dan penye-
suaian secara periodik terhadap struk-
tur organisasi sehubungan dengan ad-
anya perubahan lingkungan strategis.

5) Menetapkan jumlah pegawai yang ses-
uai terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat berdasarkan Pasal 9 Per-
aturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Wewenang diberikan kepada pegawai 

yang tepat sesuai dengan tingkat tang-
gung jawabnya dalam rangka penca-
paian tujuan instansi pemerintah.

2) Pegawai yang diberi wewenang ha-
rus memahami bahwa wewenang dan 
tanggung jawab yang diberikan terkait 
dengan pihak lain dalam instansinya.

3) Pegawai yang diberi wewenang harus 
memahami bahwa pelaksanaan we-
wenang dan tanggung jawab terkait 
dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan 
yang sehat tentang pembinaan sumber 
daya manusia
Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah No-

mor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 
dalam penyusunan dan penerapan kebi-
jakan yang sehat tentang pembinaan sum-
ber daya manusia dilaksanakan dengan 
memperhatikan sekurang-kurangnya hal-
hal sebagai berikut:
1) Penetapan kebijakan dan prosedur se-

jak rekruitmen sampai dengan pem-
berhentian pegawai.

2) Penelusuran latar belakang calon pega-
wai dalam proses rekuritmen.

3) Supervisi yang memadai terhadap 
pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan in-
tern pemerintah yang efektif
Perwujudan peran aparat pengawasan in-
tern pemerintah yang efektif berdasarkan 
Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus:
1) Memberikan keyakikan yang mema-

dai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pencapaian tujuan pe-
nyelenggaraan tugas dan fungsi in-
stansinya.

2) Memberikan peringatan dini dan me-
ningkatkan efektivitas pengelolaan 
risiko dalam penyelenggaraan tugas 
dan fungsi instansinya.

3) Memelihara dan meningkatkan kuali-
tas tata kelola penyelenggaraan tugas 
dan fungsi instansinya.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instan-
si pemerintah terkait
Pasal 12 dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa 
hubungan kerja yang baik dengan instansi 
pemerintah terkait diwujudkan dengan 
adanya mekanisme saling uji antar instan-
si pemerintah terkait.

4. Penelitian yang Relevan
Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber 
Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi In-
formasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi 
Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuan-
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gan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemer-
intah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan 
Ilir). Penelitian ini dilakukan pada SKPD di 
Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir,  
dengan jumlah sampel sebanyak 117 orang. 
Hasil yang ditunjukkan bahwa Pemanfaatan 
teknologi informasi, dan pengendalian intern 
akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap 
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 
daerah. Sedangkan Kapasitas SDM berpenga-
ruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelapo-
ran keuangan pemerintah daerah. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian Indriasari dan 
Nahartyo (2008) adalah:
1. Sistem Pengendalian Intern pada pene-

litian ini hanya dibatasi pada unsur ling-
kungan pengendalian, bukan semua unsur 
SPIP. 

2. Penelitian ini tidak menguji pengaruh an-
tara satu variabel dengan variabel lainnya, 
melainkan mencoba untuk mengetahui 
sampai sejauh mana Persepsi Pegawai ter-
hadap Implementasi lingkungan pengen-
dalian, yang merupakan salah satu unsur 
dari SPIP Atau dengan kata lain, penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif.

 
METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuan-

titatif deskriptif. Dimana dalam penelitian 
ini, akan mendeskripsikan tentang persepsi 
pegawai terhadap implementasi unsur-unsur 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
Politeknik Pelayaran Surabaya. Lingkup un-
sur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemer-
intahyang dimaksud dalam penelitian ini ber-
dasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
60 Tahun 2008.

2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Poli-

teknik Pelayaran Surabaya pada tanggal 1 
Apri l- 30 Oktober 2017.

3. Definisi Operasional Variabel  
Persepsi pegawai mengenai lingkungan 

pengendalian intern adalah proses pegawai 
mengolah informasi yang diperoleh melalui 
penginderaan kemudian pegawai berusaha 
untuk mengorganisasi, menginterpretasikan 
dan membuat kesimpulan dari informasi 
tersebut dimana dalam keseluruhan proses 
tersebut akan melibatkan kemampuan ber-
pikir, perasaan dan pengalaman-pengalaman 
dari pegawai mengenai kondisi lingkungan 
pengendalian intern Politeknik Pelayaran 
Surabaya. Kondisi lingkungan intern Poli-
teknik Pelayaran Surabaya meliputi unsur 
Penegakan integritas dan nilai etika, Komit-
men terhadap kompetensi, Kepemimpinan 
yang kondusif, Pembentukan struktur organ-
isasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pendel-
egasian wewenang dan tanggung jawab yang 
tepat, Penyusunan dan penerapan kebijakan 
yang sehat tentang pembinaan sumber daya 
manusia, Perwujudan peran aparat penga-
wasan intern pemerintah yang efektif dan 
Hubungan kerja yang baik dengan instansi 
pemerintah terkait.

4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek/subyek yang mempu-
nyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya yang berjumlah  228 Orang. Dan sam-
pel dalam penelitian ini adalah pegawai Po-
liteknik Pelayaran Surabaya yang berstatus 
PNS dengan jumlah 113 orang.

5.  Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini akan menggunakan teknik 

survey dalam pengumpulan data dan meng-
gunakan kuesioner sebagai instrument peneli-
tian. Teknik survey akan cukup menggambar-
kan persepsi dengan cukup akurat dan cepat. 
Dan dengan menggunakan kuesioner akan 
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mampu mengkuantifikasikan data kualitatif 
sehingga dapat dianalisis dengan lebih akurat. 

6. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah kuesioner tertutup, karena 
jawaban dalam kuesioner sudah disediakan 
sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang dikehendaki. Skala pengukuran yang 
digunakan adalah skala model Likert. Skala 
model Likert digunakan untuk mengukur si-
kap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial 
atau disebut sebagai variabel penelitian (Sug-
iyono, 2013). Skor yang digunakan dalam 
skala model Likert adalah 1 – 4. Dengan ket-
erangan masing-masing skor sebagai berikut.
1 adalah Kurang Memadai
2 adalah Tidak Memadai
3 adalah Cukup Memadai
4 adalah Memadai

7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik 
analisis deskriptif digunakan untuk memberi-
kan gambaran umum data yang diperoleh dan 
untuk mendeskripsikan karakteristik respon-
den. Deskripsi karakteristik responden me-
liputi jumlah dan persentase: jenis kelamin, 
umur dan tingkat pendidikan pegawai. Sedan-
gkan untuk data persepsi pegawai dilakukan 
dengan cara mendeskripsikan persentase dari 
setiap variable, yaitu persepsi pegawai terha-
dap unsur – unsur  lingkungan pengendalian 
intern di Politeknik Pelayaran Surabaya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEM-
BAHASAN

1. Hasil Penelitian
Deskripsi Data Umum
Politeknik Pelayaran Surabaya meru-

pakan salah satu Politeknik di Indonesia yang 
memenuhi kebutuhan tenaga pelaut profes-
sional khususnya ahli Nautika, Ahli Teknika 

dan Ahli Elektro Pelayaran untuk pelayaran 
kapal niaga. Visi Politeknik Pelayaran Sura-
baya menjadi adalah menjadi politeknik 
pelayaran unggulan bertandar internasional 
serta mampu berperan aktif dalam indus-
tri pelayaran. Sejalan dengan visi tersebut, 
maka misi yang ditetapkan oleh Politeknik 
Pelayaran Surabaya:
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan 

di Bidang Pelayaran sesuai Standar Nasi-
onal dan Internasional.

2. Melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam 
Industri Pelayaran dan Pengabdian Ma-
syarakat.

3. Melaksanakan Pembinaan Sikap Mental, 
Moral dan Kesamaptaan kepada Peserta 
Didik.

4. Meningkatkan professionalism Sumber 
Daya Manusia Politeknik Pelayaran Sura-
baya dalam Mendukung Pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana Pen-
didikan dan Pelatihan sesuai dengan 
perkembangan IPTEK.

Deskripsi Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah se-

luruh pegawai Politeknik Pelayaran Surabaya 
yang berjumlah 228 Orang. Dan sampel dalam 
penelitian ini adalah pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya yang berstatus PNS den-
gan jumlah 113 orang. Penelitian ini dilaku-
kan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
113 pegawai Politeknik Pelayaran Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan teknik survey 
dalam pengumpulan data dan menggunak-
an kuesioner sebagai instrument penelitian. 
Teknik survey akan cukup menggambarkan 
persepsi dengan cukup akurat dan cepat. Dan 
dengan menggunakan kuesioner akan mampu 
mengkuantifikasikan data kualitatif sehingga 
dapat dianalisis dengan lebih akurat.Peneliti 
menyerahkan kuesioner dan mengambil kem-
bali kuesioner tersebut sesuai dengan perjan-
jian pengembalian. Dari 113 kuesioner yang 
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disebar, 93 kuesioner yang kembali, dan 20 
kuesioner tidak kembali.

Gambaran Umum Responden
Responden dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya. Dari data yang terkumpul, diperoleh 
deskripsi responden  yang  dapat disajikan 
dalam tabel berikut:  
Tabel 2. Gambaran Umum Responden

Uraian Frekuensi Persentase
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

64
29

69 %
31 %

Umur
20 – 30 Tahun
31 – 40 Tahun
41 – 50 Tahun 
> 50 Tahun 

4
41
31
17

4 %
44 %
33 %
19 %

T i n g k a t 
Pendidikan

- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3

6
7
21
58
1

6%
8%
23%
62%
1%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan jenis kelamin, 69% respon-
den adalah laki – laki dan 31% perempuan. 
Berdasarkan umur, prosentase tertinggi yaitu 
sebesar 44% berada pada rentang usia 31 – 40 
tahun, kemudian 33% pada rentang usia 41 – 
50 tahun, 19% pada rentang usia > 50 tahun, 
dan 4% pada rentang usia 20 – 30 tahun. Se-
dangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, 
sebagian besar responden memiliki tingkat 
pendidikan S2 yaitu 62%, dan untuk tingkat 
pendidikan yang paling rendah adalah S3, 
sebesar 1%.

2. Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data
Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 
kesahihan suatu instrument. Sebuah instru-

ment dikatakan valid apabila mampu mengu-
kur apa yang diinginkan dan dapat mengung-
kap data dari variable yang diteliti secara tepat 
(Arikunto, 2006:168). Uji validitas digunakan 
untuk mengukur sah atau validnya tidaknya 
kuesioner (Ghozali, 2006:45). 

Untuk mengukur valid tidaknya suatu 
kuesioner dapat diketahui dengan bantuan 
program SPSS, dengan criteria pengujian se-
bagai berikut:
a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 

0,05) maka instrument atau item-item Sub 
Unsur berkorelasi signifikan terhadap skor 
total (dinyatakan valid).

b. Jika r hitung ˂ r tabel (uji 2 sisi dengan 
sig. 0,05) maka instrument atau item-item 
Sub Unsur tidak berkorelasi signifikan ter-
hadap skor total (dinyatakan tidak valid).
Dari hasil perhitungan program SPSS, di-

peroleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Sub Unsur
R hi-
tung

R tabel Hasil

a. Penegakan In-
tegritas dan Ni-
lai Etika
Nomor 1 0,432 0,202 Valid
Nomor 2 0,406 0,202 Valid
Nomor 3 0,402 0,202 Valid
Nomor 4 0,556 0,202 Valid
Nomor 5 0,211 0,202 Valid
Nomor 6 0,664 0,202 Valid
Nomor 7 0,682 0,202 Valid
Nomor 8 0,639 0,202 Valid
Nomor 9 0,735 0,202 Valid
Nomor 10 0,748 0,202 Valid
Nomor 11 0,762 0,202 Valid
Nomor 12 0,791 0,202 Valid
Nomor 13 0,828 0,202 Valid
Nomor 14 0,657 0,202 Valid
Nomor 15 0,690 0,202 Valid
Nomor 16 0,711 0,202 Valid
Nomor 17 0,576 0,202 Valid

b. Komitmen Ter-
hadap Kompe-
tensi
Nomor 1 0,698 0,202 Valid
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Nomor 2 0,681 0,202 Valid
Nomor 3 0,596 0,202 Valid
Nomor 4 0,448 0,202 Valid
Nomor 5 0,547 0,202 Valid
Nomor 6 0,819 0,202 Valid
Nomor 7 0,582 0,202 Valid
Nomor 8 0,619 0,202 Valid
Nomor 9 0,650 0,202 Valid
Nomor 10 0,552 0,202 Valid
Nomor 11 0,770 0,202 Valid
Nomor 12 0,631 0,202 Valid

c. Kepemimpinan 
Yang Kondusif
Nomor 1 0,854 0,202 Valid
Nomor 2 0,769 0,202 Valid
Nomor 3 0,465 0,202 Valid
Nomor 4 0,765 0,202 Valid
Nomor 5 0,920 0,202 Valid
Nomor 6 0,825 0,202 Valid
Nomor 7 0,852 0,202 Valid

d. Pembentukan 
Struktur Or-
ganisasi yang 
Sesuai Kebu-
tuhan
Nomor 1 0,706 0,202 Valid
Nomor 2 0,673 0,202 Valid
Nomor 3 0,836 0,202 Valid
Nomor 4 0.745 0,202 Valid
Nomor 5 0,844 0,202 Valid
Nomor 6 0,758 0,202 Valid
Nomor 7 0,780 0,202 Valid

e. Pendelegasian 
wewenang dan 
Tanggung Jaw-
ab yang Tepat
Nomor 1 0,681 0,202 Valid
Nomor 2 0,570 0,202 Valid
Nomor 3 0,376 0,202 Valid
Nomor 4 0,629 0,202 Valid
Nomor 5 0,653 0,202 Valid
Nomor 6 0,707 0,202 Valid
Nomor 7 0,716 0,202 Valid
Nomor 8 0,659 0,202 Valid
Nomor 9 0,656 0,202 Valid

f. Penyusunan 
dan Penerapan 
Kebijakan yang 
Sehat Tentang 
Pengelolaan/ 
Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia
Nomor 1 0,638 0,202 Valid
Nomor 2 0,750 0,202 Valid
Nomor 3 0,741 0,202 Valid
Nomor 4 0,658 0,202 Valid
Nomor 5 0,612 0,202 Valid
Nomor 6 0,606 0,202 Valid
Nomor 7 0,673 0,202 Valid
Nomor 8 0,431 0,202 Valid
Nomor 9 0,777 0,202 Valid
Nomor 10 0.516 0,202 Valid
Nomor 11 0,615 0,202 Valid
Nomor 12 0,463 0,202 Valid
Nomor 13 0,580 0,202 Valid
Nomor 14 0,718 0,202 Valid
Nomor 15 0,728 0,202 Valid
Nomor 16 0,695 0,202 Valid

g. Perwujudan 
Peran Aparat 
Pengawasan 
Intern Pemer-
intah (APIP) 
yang Efektif 
Nomor 1 0,810 0,202 Valid
Nomor 2 0,548 0,202 Valid
Nomor 3 0,789 0,202 Valid
Nomor 4 0,854 0,202 Valid
Nomor 5 0,741 0,202 Valid
Nomor 6 0,805 0,202 Valid
Nomor 7 0,797 0,202 Valid
Nomor 8 0,787 0,202 Valid
Nomor 9 0,624 0,202 Valid

h. Hubungan 
Kerja Yang 
Baik Dengan 
Instansi Pemer-
intah Terkait
Nomor 1 0,640 0,202 Valid
Nomor 2 0,646 0,202 Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017
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Dari hasil analisis data pada tabel 4.2 terli-
hat bahwa Sub Unsur mengenai persepsi ling-
kungan pengendalian yang telah dijawab oleh 
93 responden menunjukkan hasil yang valid, 
nilai r hitung masing-masing Sub Unsur lebih 
besar dari nilai r tabel sebesar 0,2017. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa masing-masing Sub 
Unsur mengenai perepsi lingungan pengenda-
lian adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas Data
Reliabilitas menunjuk pada satu penger-

tian bahwa suatu instrument cukup dapat 
dpercaya untuk digunakan sebagai alat peng-
umpul data, karena instrument tersebut sudah 
baik. (Arikunto, 2006:178). Uji reliabilitas 
digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 
ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat 
diandalkan dan tetap konsisten jika penguku-
ran tersebut diulang. 

Suatu instrument dapat dikatakan reliable 
jika pada uji signifikansi, nilai alpha lebih 
besar dari r tabel. Dengan bantuan program 
SPSS,diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai 
berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Sub Unsur
Cron-
bach’s 
Alpha

R tabel Hasil 

a. Penegakan In-
tegritas dan Nilai 
Etika

0,901 0,202 Reliabel

b. Komitmen Terha-
dap Kompetensi

0,861 0,202 Reliabel

c. Kepemimpinan 
Yang Kondusif

0,888 0,202 Reliabel

d. Pembentukan 
Struktur Organ-
isasi yang Sesuai 
Kebutuhan

0,876 0,202 Reliabel

e. Pendelegasian 
wewenang dan 
Tanggung Jawab 
yang Tepat

0,802 0,202 Reliabel

f. Penyusunan dan 
Penerapan Kebi-
jakan yang Sehat 
Tentang Pengelo-
laan/ Pembinaan 
Sumber Daya 
Manusia

0,905 0,202 Reliabel

g. Perwujudan 
Peran Aparat 
Pengawasan In-
tern Pemerintah 
(APIP) yang 
Efektif

0,904 0,202 Reliabel

h. Hubungan Kerja 
Yang Baik Den-
gan Instansi 
Pemerintah Ter-
kait

0,721 0,202 Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Hasil analisis data pada tabel 4.3 menun-
jukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk 
masing-masing Sub Unsur dari persepsi ten-
tang lingkungan pengendalian lebih besar 
dari r tabel sebesar 0,2017. Jadi, dapat disim-
pulkan bahwa semua pernyataan kuesioner 
mengenail lingkungan pengendalian adalah 
reliable. 

3. Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif Persepsi Pegawai Ten-
tang Unsur Lingkungan Pengendalian di 
Politeknik Pelayaran Surabaya 

Analisis deskriptif digunakan untuk 
mendeskripsikan pengukuran persepsi pega-
wai tentang lingkungan pengendalian intern 
di Politeknik Pelayaran Surabaya. Penguku-
ran persepsi lingkungan pengendalian dilaku-
kan dengan memberikan skor pada jawaban 
kuesioner yang diisi responden. Ketentuan 
penilaian sebagai berikut:
1. Tidak Memadai diberi skor 1 
2. Kurang Memadai diberi skor 2
3. Cukup Memadai diberi skor 3
4. Memadai diberi skor 4
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Langkah selanjutnya adalah: (1) jawaban 
kuesioner dari responden direkap, (2) mem-
buat tabulasi data, (3) memasukkan data ke 
dalam rumus deskriptif, (4) membuat tabel 
rujukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP 
No. 500 Tahun 2010 (BPKP, 2010), BPKP 
membagi zona kondisi lingkungan pengen-
dalian menjadi tiga kategori yaitu, merah, 
kuning dan hijau dengan batas nilai sebagai 
berikut:
1. Warna merah  : Jika rata-rata skor 

dari jawaban responden berada pada skor 
antara 1,00 – 2,20.

2. Warna kuning : Jika rata-rata skor 
dari jawaban responden berada pada skor 
antara 2,21 – 3,10.

3. Warna hijau : Jika rata-rata skor 
dari jawaban responden berada pada skor 
antara 3,11 – 4,00.
Warna merah dan kuning menunjukkan 

potensi adanya kelemahan dalam penerapan 
unsur-unsur lingkungan pengendalian, atas 
hal tersebut, perlu dilakukan langkah pen-
gumpulan informasi guna mengidentifikasi 
penyebab atas kelemahan tersebut. Warna hi-
jau menunjukkan adanya persepsi responden 
bahwa penerapan unsur-unsur lingkungan 
pengendalian sudah memadai.

Berikut ini adalah hasil statistik deskrip-
tif masing - masing unsur lingkungan pengen-

dalian berupa nilai rata-rata bersama dengan 
posisi dalam zona kondusif penerapan SPIP 
tersaji dalam gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 1. Nilai Rata – Rata 8 Unsur Lingkun-
gan Pengendalian

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Dari gambar 4.1 diatas, menunjukkan 
rata-rata kedelapan unsur lingkungan pengen-
dalian di Politeknik Pelayaran Surabaya be-
rada pada kisaran 2,21 sampai 3,10. Berdasar-
kan Peraturan Kepala BPKP No. 500 Tahun 
2010 (BPKP, 2010) , maka lingkungan pen-
gendalian di Politeknik Pelayaran Surabaya 
berada di zona kuning.  Zona kuning menun-
jukkan kondisi lingkungan pengendalian di 
Politeknik Pelayaran Surabaya masih memi-
liki kelemahan di beberapa segi yang membu-
tuhkan perhatian untuk perbaikan lebih lanjut. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Persepsi Pegawai Tentang Unsur Lingkungan Pengendalian Intern di 
Politeknik Pelayaran Surabaya

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
N 93 93 93 93 93 93 93 93

Max. 58 45 28 28 36 59 33 8
Min. 30 14 15 13 14 28 12 4

Range 29 31 13 15 22 31 21 4
Sum 4278 3129 1992 1993 2404 3992 2216 575
Mean 46 33,65 21,42 21,43 25,85 42,92 23,83 6,18

Std. Error Mean 0,783 0,567 0,279 0,265 0,320 0,685 0,440 0,840
Std. Deviasi 7,556 5,465 2,692 2,551 3,086 6,611 4,242 0,807

Variance 57,087 29,862 7,246 6,509 9,521 43,701 17,992 0,651

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017
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Berdasarkan tabel 4, statistik deskriptif 
menunjukkan jumlah pegawai yang menjadi 
responden adalah 93 orang. Persepsi dari 93 
pegawai terhadap unsur penegakan integritas 
dan nilai etika memiliki nilai paling tinggi ( 
maksimum ) 58 dan nilai paling rendah ( min-
imum ) 30. Selisih nilai paling tinggi dan pal-
ing rendah yaitu 29 ( range ). Jumlah persepsi 
pegawai  terhadap unsur penegakan integritas 
dan nilai etika 4278 . Untuk nilai rata-ratanya 
adalah 46, dengan standar error 0,783.  Stan-
dar deviasi sebesar 7,556 dan variance sebe-
sar 57,087

Statistik deskriptif menunjukkan jum-
lah pegawai yang menjadi responden adalah 
93 orang. Persepsi dari 93 pegawai terhadap 
unsur komitmen terhadap kompetensi memi-
liki nilai paling tinggi ( maksimum ) 45 dan 
nilai paling rendah ( minimum ) 14. Selisih 
nilai paling tinggi dan paling rendah yaitu 31 
( range ). Jumlah persepsi pegawai  terhadap 
unsur komitmen terhadap kompetensi 3129. 
Untuk nilai rata-ratanya adalah 33,65 dengan 
standar error 0,567.  Standar deviasi sebesar 
5,465 dan variance sebesar 29,862. Persepsi 
dari 93 pegawai terhadap unsur kepemimpi-
nan yang kondusif  memiliki nilai paling 
tinggi ( maksimum ) 28 dan nilai paling ren-
dah ( minimum ) 15. Selisih nilai paling tinggi 
dan paling rendah yaitu 13 ( range ). Jumlah 
persepsi pegawai  terhadap unsur kepemimpi-
nan yang kondusif  1992. Untuk nilai rata-
ratanya adalah 21,4 0,2792 dengan standar 
error.  Standar deviasi sebesar 2,692 dan vari-
ance sebesar 7,246. Persepsi dari 93 pegawai 
terhadap unsur pembentukan struktur organ-
isasi yang sesuai dengan kebutuhan memi-
liki nilai paling tinggi ( maksimum ) 28 dan 
nilai paling rendah ( minimum ) 13. Selisih 
nilai paling tinggi dan paling rendah yaitu 15 
( range ). Jumlah persepsi pegawai  terhadap 
unsur pembentukan struktur organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan 1993. Untuk nilai 
rata-ratanya adalah 21,43, dengan standar er-
ror 0,265.  Standar deviasi sebesar 2,551 dan 

variance sebesar 6,509. Persepsi dari 93 pega-
wai terhadap unsur pendelegasian wewenang 
dan tanggung jawab yang tepat memiliki nilai 
paling tinggi ( maksimum ) 36 dan nilai pal-
ing rendah ( minimum ) 14. Selisih nilai pal-
ing tinggi dan paling rendah yaitu 22 ( range ). 
Jumlah persepsi pegawai  terhadap unsur pen-
delegasian wewenang dan tanggung jawab 
2404. Untuk nilai rata-ratanya adalah  25,85, 
dengan standar error 0,320.  Standar deviasi 
sebesar 3,086 dan variance sebesar 9,521. 
Persepsi dari 93 pegawai terhadap unsur pe-
nyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan sumber daya manusia me-
miliki nilai paling tinggi ( maksimum ) 59 dan 
nilai paling rendah ( minimum ) 28. Selisih 
nilai paling tinggi dan paling rendah yaitu 31 
( range ). Jumlah persepsi pegawai terhadap 
unsur pembinaan sumber daya manusia 3992. 
Untuk nilai rata-ratanya adalah 42,92, dengan 
standar error 0,685.  Standar deviasi sebesar 
6,611 dan variance sebesar 43,701. Persepsi 
dari 93 pegawai terhadap unsur perwujudan 
peran pengawas intern pemerintah yang efek-
tif memiliki nilai paling tinggi ( maksimum 
) 33 dan nilai paling rendah ( minimum ) 22. 
Selisih nilai paling tinggi dan paling rendah 
yaitu 21 ( range ). Jumlah persepsi pegawai  
terhadap unsur perwujudan peran pengawas 
intern pemerintah yang efektif 2216. Untuk 
nilai rata-ratanya adalah 23,83, dengan stan-
dar error 0,440.  Standar deviasi sebesar 4,242 
dan variance sebesar 17,992. Persepsi dari 93 
pegawai terhadap unsur hubungan kerja yang 
baik dengan instansi pemerintah terkait me-
miliki nilai paling tinggi ( maksimum ) 8 dan 
nilai paling rendah ( minimum ) 4. Selisih 
nilai paling tinggi dan paling rendah yaitu 
4 ( range ). Jumlah persepsi pegawai  terha-
dap unsur hubungan kerja yang baik dengan 
instansi pemerintah terkait 575. Untuk nilai 
rata-ratanya adalah 6,18 dengan standar error 
0,84.  Standar deviasi sebesar 0,807 dan vari-
ance sebesar 0,651.
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Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Pen-
egakan Integritas dan Nilai Etika

Tabel 5. Persepsi Pegawai Terhadap Unsur 
Penegakan Integritas dan Nilai Etika

No Range Frekuensi Presen-
tase

Kriteria

1. 30 – 40 26 28 % Kurang 
Mema-

dai
2. 41 – 51 42 45 % Cukup 

Mema-
dai  

3. 52 – 62 25 27 % Mema-
dai

Jum-
lah

93 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa dari 
93 pegawai yang menjadi responden dalam 
penelitian ini, 42 pegawai ( 45% ) berada pada 
range 41 – 50 memberikan persepsi cukup 
memadai terhadap unsur penegakan integritas 
dan nilai etika. Sedangkan 26 pegawai ( 28 % 
) berada pada range 30 – 40 memberikan per-
sepsi kurang memadai. Begitu juga dengan 25 
pegawai lainnya ( 27 % ) berada pada range 
51 – 60 memberikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Komit-
men Terhadap Kompetensi

Tabel 6. Hasil Persepsi Unsur Komitmen Ter-
hadap Kompetensi

No Range Frekuensi Presentase Kriteria
1. 14 – 24 7 8 % Kurang 

Memadai
2. 25 – 35 53 57 % Cukup 

Memadai  
3. 36 – 46 33 35 % Memadai

Jumlah 93 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa dari 
93 pegawai yang menjadi responden dalam 
penelitian ini, 53 pegawai ( 57% ) berada 
pada range 25 – 35 memberikan persepsi cu-
kup memadai terhadap unsur Komitmen Ter-

hadap Kompetensi. Sedangkan 7 pegawai ( 8 
% ) berada pada range 14 – 24 memberikan 
persepsi kurang memadai. Begitu juga den-
gan 33 pegawai lainnya ( 35 % ) berada pada 
range 36 – 46 memberikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Kepe-
mimpinan Yang Kondusif

Tabel 7. Hasil Persepsi Unsur Kepemimpinan 
Yang Kondusif

No Range Frekuensi Presentase Kriteria
1. 15 – 19 9 10 % Kurang 

Memadai
2. 20 – 24 70 75 % Cukup 

Memadai  
3. 25 – 29 14 15 % Memadai

Jumlah 93 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa 
dari 93 pegawai yang menjadi responden 
dalam penelitian ini, 70 pegawai ( 75 % ) 
berada pada range 20 – 24 memberikan per-
sepsi cukup memadai terhadap unsur Unsur 
Kepemimpinan Yang Kondusif. Sedangkan 9 
pegawai ( 10 % ) berada pada range 15 – 19 
memberikan persepsi kurang memadai. Be-
gitu juga dengan 14 pegawai lainnya ( 15 % ) 
berada pada range 25 – 29 memberikan per-
sepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Pem-
bentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai 
Dengan Kebutuhan

Tabel 8. Hasil Persepsi Unsur Pembentukan 
Struktur Organisasi Yang Sesuai Den-
gan Kebutuhan

No Range Frekuensi Presen-
tase

Kriteria

1. 13 – 18 4 4 % Kurang Me-
madai

2. 19 – 23 75 80 % Cukup Me-
madai  

3. 24 – 28 14 16 % Memadai
Jumlah 93 100%



67

Jurnal 7 Samudra Politeknik Pelayaran Surabaya | 3(1): 53-76 | Juni 2018 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa 
dari 93 pegawai yang menjadi responden 
dalam penelitian ini, 75 pegawai ( 80 % ) be-
rada pada range 19 – 23 memberikan persepsi 
cukup memadai terhadap unsur Pembentu-
kan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan 
Kebutuhan. Sedangkan 4 pegawai ( 4 % ) 
berada pada range 13 – 18 memberikan per-
sepsi kurang memadai. Begitu juga dengan 14 
pegawai lainnya ( 16 % ) berada pada range 
24 – 28 memberikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Pendel-
egasian Wewenang Dan Tanggung Jawab 
Yang Tepat

Tabel 9. Hasil Persepsi Unsur Pendelegasian 
Wewenang Dan Tanggung Jawab 
Yang Tepat

No Range Frekuensi Presentase Kriteria
1. 14 – 21 4 4 % Kurang 

Memadai
2. 22 – 29 84 90 % Cukup Me-

madai  
3. 30 – 37 5 6 % Memadai

Jumlah 93 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa dari 
93 pegawai yang menjadi responden dalam 
penelitian ini, 84 pegawai ( 90 % ) berada 
pada range 22 – 29 memberikan persepsi cu-
kup memadai terhadap unsur Pendelegasian 
Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat. 
Sedangkan 4 pegawai ( 4 % ) berada pada 
range 14 – 21 memberikan persepsi kurang 
memadai. Begitu juga dengan 5 pegawai lain-
nya ( 6 % ) berada pada range 30 – 37 mem-
berikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Penyu-
sunan Dan Penerapan Kebijakan Yang 
Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya 
Manusia

Tabel 10. Hasil Persepsi Unsur Penyusunan Dan 
Penerapan Kebijakan Yang Sehat Ten-

tang Pembinaan Sumber Daya Manu-
sia

No Range Frekuensi Presen-
tase

Kriteria

1. 28 – 38 30 32 % Kurang Me-
madai

2. 39 – 49 49 53 % Cukup Me-
madai  

3. 50 – 60 14 15 % Memadai
Jumlah 93 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa 
dari 93 pegawai yang menjadi responden 
dalam penelitian ini, 49 pegawai ( 53 % ) 
berada pada range 39 – 49 memberikan per-
sepsi cukup memadai terhadap unsur Penyu-
sunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat 
Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia. 
Sedangkan 30 pegawai ( 32 % ) berada pada 
range 28 – 38 memberikan persepsi kurang 
memadai. Begitu juga dengan 14 pegawai 
lainnya ( 15 % ) berada pada range 50 – 60 
memberikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Perwu-
judan Peran Pengawas Intern Pemerintah 
Yang Efektif

Tabel 11. Hasil Persepsi Unsur Perwujudan Per-
an Pengawas Intern Pemerintah Yang 
Efektif

No Range Frekuensi Presen-
tase

Kriteria

1. 12 – 19 21 23 % Kurang Me-
madai

2. 20 – 27 60 65 % Cukup Me-
madai  

3. 28 – 35 12 12 % Memadai
Jumlah 93 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa 
dari 93 pegawai yang menjadi responden 
dalam penelitian ini, 60 pegawai ( 65 % ) 
berada pada range 20 – 27 memberikan per-
sepsi cukup memadai terhadap unsur Per-
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wujudan Peran Pengawas Intern Pemerintah 
Yang Efektif. Sedangkan 21 pegawai ( 23 % 
) berada pada range 12 – 19 memberikan per-
sepsi kurang memadai. Begitu juga dengan 12 
pegawai lainnya ( 12 % ) berada pada range 
28 – 35 memberikan persepsi memadai.

Persepsi Pegawai Terhadap Unsur Hubun-
gan Kerja Yang Baik Dengan Instansi 
Pemerintah Terkait
Tabel 12. Hasil Persepsi Unsur Hubungan Kerja 

Yang Baik Dengan Instansi Pemerin-
tah Terkait

No Range Frekuensi Presentase Kriteria
1. 4 – 5 12 13 % Kurang Me-

madai
2. 6 – 7 78 84 % Cukup Mema-

dai  
3. 8 – 9 3 3 % Memadai

Jumlah 93 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa 
dari 93 pegawai yang menjadi responden 
dalam penelitian ini, 78 pegawai ( 84 % ) be-
rada pada range 6 – 7 memberikan persepsi 
cukup memadai terhadap unsur Hubungan 
Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah 
Terkait. Sedangkan 12 pegawai ( 13 %) be-
rada pada range 4 – 5 memberikan persepsi 
kurang memadai. Begitu juga dengan 14 
pegawai lainnya ( 3 % ) berada pada range 
8 – 9 memberikan persepsi memadai.

4.Pembahasan
Persepsi Pegawai Mengenai Lingkun-
gan Pengendalian Intern di Politeknik 
Pelayaran Surabaya

Persepsi Pegawai dalam penelitian ini 
adalah proses pegawai mengolah informasi 
yang diperoleh melalui penginderaan kemu-
dian pegawai berusaha untuk mengorganisa-
si, menginterpretasikan dan membuat kesim-
pulan dari informasi tersebut dimana dalam 
keseluruhan proses tersebut akan melibatkan 
kemampuan berpikir, perasaan dan pengala-
man-pengalaman dari pegawai. Dalam pene-

litian ini, pegawai akan memberikan pesepsi 
cukup memadai dan memadai apabila pega-
wai merasa bahwa unsur-unsur dalam ling-
kungan pengendalian sudah diimplementa-
sikan dengan baik di Politeknik Pelayaran 
Surabaya. Sebaliknya, pegawai akan mem-
berikan persepsi tidak memadai atau kurang 
memadai apabila pegawai merasa bahwa 
unsur-unsur dalam lingkungan pengendalian 
belum diimplementasikan dengan baik di Po-
liteknik Pelayaran Surabaya.

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi 
yang dibangun dan diciptakan dalam suatu in-
stansi pemerintah yang mempengaruhi efek-
tivitas pengendalian intern (BPKP, 2009). 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
pasal 4 secara lebih lanjut menyebutkan 
bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib 
menciptakan dan memelihara Lingkungan 
Pengendalian yang menimbulkan perilaku 
positif dan kondusif untuk penerapan sistem 
pengendalian intern dalam lingkungan ker-
janya dengan melalui hal-hal sebagai berikut: 
(1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) 
komitmen terhadap kompetensi, (3) kepe-
mimpinan yang kondusif, (4) pembentukan 
struktur organisasi yang sesuai dengan kebu-
tuhan, (5) pendelegasian wewenang dan tang-
gung jawab yang tepat, (6) penyusunan dan 
penerapan kebijakan yang sehat tentang pem-
binaan sumber daya manusia, (7) perwujudan 
peran aparat pengawasan intern pemerintah 
yang efektif, dan (8) hubungan kerja yang 
baik dengan instansi pemerintah terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persepsi pega-
wai Politeknik Pelayaran Surabaya terhadap 
implementasi unsur Lingkungan Pengendal-
ian adalah cukup memadai (97%) dan kurang 
memadai (3%). Dari hasil tersebut dapat dik-
etahui bahwasanya sebagian besar pegawai 
Politeknik Pelayaran Surabaya (97%) merasa 
bahwa unsur-unsur dalam lingkungan pen-
gendalian sudah diimplementasikan dengan 
baik di Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan 
3%  pegawai memberikan persepsi kurang 
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memadai karena merasa bahwa unsur-unsur 
dalam lingkungan pengendalian belum di-
implementasikan dengan baik di Politeknik 
Pelayaran Surabaya.

Dengan adanya persepsi pegawai yang 
menyatakan bahwasanya lingkungan pen-
gendalian Politeknik Pelayaran Surabaya 
cukup memadai, hal ini mengindikasikan 
bahwa Lingkungan Pengendalian di Poli-
teknik Pelayaran Surabaya telah berjalan 
kondusif dimana menurut pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya, orang-orang yang beker-
ja di Politeknik Pelayaran Surabaya telah me-
miliki kompetensi yang memadai dan mema-
hami tanggung jawab dan batasan kewenan-
gan dalam bekerja serta memiliki kompetensi 
yang tinggi untuk mematuhi kebijakan dan 
peraturan yang berlaku dalam lingkungan Po-
liteknik Pelayaran Surabaya. Namun, perlu 
bagi manajemen Politeknik Pelayaran Sura-
baya untuk memberikan perhatian terhadap 
unsur lingkungan pengendalian yang kurang 
memadai, agar lingkungan pengendalian di 
Politeknik Pelayaran Surabaya dapat men-
imbulkan perilaku positif dan kondusif bagi 
pegawai di lingkungan Politeknik Pelayaran 
Surabaya.

Persepsi pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya terhadap indikator pertama yaitu 
penegakan integritas dan nilai etika. Pegawai 
Politeknik Pelayaran Surabaya 27% berper-
sepsi memadai, 45% berpersepsi cukup me-
madai  dan 28% kurang memadai berkaitan 
dengan penegakan integritas dan nilai etika. 
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 
Pasal 19 menjelaskan bahwa penegakan in-
tegritas dan nilai etika adalah penegakan atas 
tindakan yang jujur, berani, bijaksana, dan 
bertanggung jawab. Penegakan integritas dan 
nilai etika merupakan pondasi dalam sistem 
pengendalian intern yang efektif. Pegawai 
Politeknik Pelayaran Surabaya berpersepsi 
bahwa penegakan integritas dan nilai etika di 
Politeknik Pelayaran Surabaya sudah berjalan 
dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan ad-

anya aturan perilaku yang telah disusun dan 
diterapkan di Politeknik Pelayaran Surabaya 
dimana pegawai diharapkan untuk menan-
datangani komitmen untuk mematuhi aturan 
tersebut. Selain itu, pimpinan Politeknik 
Pelayaran Surabaya juga telah menegakkan 
disiplin yang tinggi terkait dengan kepatuhan 
pegawai terhadap aturan perilaku yang telah 
ditetapkan di Politeknik Pelayaran Surabaya. 
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Per-
aturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
yang menyatakan bahwa integritas dan nilai 
etika akan berjalan dengan efektif jika pimpi-
nan instansi sekurang-kurangnya melakukan 
tindakan sebagai berikut: (1) melakukan pe-
nyusunan dan penerapan aturan perilaku di 
lingkungannya, (2) memberikan keteladanan 
pelaksanaan aturan perilaku, (3) menegakkan 
disiplin yang tepat atas penyimpangan terha-
dap kebijakan, prosedur, dan aturan perilaku, 
(4) menjelaskan dan mempertanggungjawab-
kan adanya intervensi atau pengabaian atas 
sistem pengendalian, dan (5) menghapus ke-
bijakan atau penugasan yang memberikan ru-
ang untuk berperilaku tidak etis. Hanya saja, 
persepsi pegawai di Politeknik Pelayaran 
Surabaya terhadap integritas dan nilai etika 
dinilai kurang memadai dalam 2 hal: (1) per-
nyataan aturan perilaku yang belum dipahami 
oleh semua pegawai dan (2) kebijakan organ-
isasi dan aturan perilaku setiap tahun belum 
sepenuhnya diinformasikan kepada pihak ke-
tiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya). 

Indikator kedua dalam penelitian ini 
adalah komitmen terhadap kompetensi. Pega-
wai Politeknik Pelayaran Surabaya 35% ber-
persepsi memadai, 57% berpersepsi memadai  
dan 8% kurang memadai memberikan persep-
si cukup memadai berkaitan dengan komit-
men terhadap kompetensi. BPKP (2009) me-
nyebutkan bahwa komitmen terhadap kom-
petensi merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh instansi pemerintah dalan 
melakukan perekrutan, penempatan, pem-
binaan dan pelatihan pegawai. Kompetensi 
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dalam hal ini meliputi tingkat pengetahuan 
dan keahlian untuk menjamin tercapainya 
kinerja yang beretika, ekonomis, efisien dan 
efektif (BPKP, 2009). Pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya berpersepsi bahwa seba-
gian besar dari individu yang bekerja di Po-
liteknik Pelayaran Surabaya telah memiliki 
kompetensi yang tinggi dalam bekerja. Hal 
ini ditunjukkan dengan kenyataan di lapangan 
bahwa pimpinan Politeknik Pelayaran Sura-
baya telah merumuskan standar kompetensi 
bagi pegawai dalam setiap fungsi dan jabatan-
nya. Politeknik Pelayaran Surabaya secara 
rutin juga telah melaksanakan pelatihan bagi 
pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan 
kompetensi pegawai dalam bekerja. Di sisi 
lain, pegawai juga menilai bahwa pimpinan 
Politeknik Pelayaran Surabaya telah memiliki 
kemampuan manajerial dan pengalaman tek-
nis yang tinggi dalam mengelola Politeknik 
Pelayaran Surabaya. Fakta di lapangan terse-
but telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan 
bahwa dalam memenuhi komitmen terhadap 
kompetensi, pimpinan instansi pemerintah 
harus melakukan tindakan sebagai berikut: 
(1) mengidentifikasi dan menetapkan keg-
iatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam in-
stansinya, (2) menyusun standar kompetensi 
untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-
masing posisi dalam instansinya, (3) meny-
elenggarakan pendidikan dan pelatihan serta 
pembimbingan untuk membantu pegawai 
mempertahankan dan meningkatkan kompe-
tensi pekerjaannya, dan (4) memilih pimpinan 
instansi yang memiliki kemampuan manaje-
rial dan pengalaman teknis yang luas dalam 
pengelolaan instansinya.

Indikator ketiga dalam penelitian ini 
adalah kepemimpinan yang kondusif. Pega-
wai Politeknik Pelayaran Surabaya memberi-
kan persepsi 15% memadai, 75% berpersepsi 
cukup memadai  dan 10% kurang memadai 
berkaitan dengan kepemimpinan yang kon-

dusif. Kepemimpinan yang kondusif menu-
rut BPKP (2009) adalah kemauan dan kepi-
awaian seorang pemimpin organisasi yang 
dapat menciptakan suasana atau iklim yang 
kondusif yang mampu mendorong proses 
pemotivasian stafnya agar mau bekerja un-
tuk mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan. Untuk menciptakan kepemimpi-
nan yang kondusif, pimpinan instansi pemer-
intah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2008 harus melakukan tindakan seb-
agai berikut: (1) mempertimbangkan risiko 
dalam setiap pengambilan keputusan, (2) 
menerapkan manajemen berbasis kinerja di 
instansinya, (3) mendukung fungsi tertentu 
dalam penerapan sistem pengendalian instan-
si pemerintah, (4) melindungi aset dan infor-
masi dari akses dan penggunaan yang tidak 
sah, (5) melakukan interaksi secara intensif 
dengan pejabat pada tingkatan yang lebih 
rendah, dan (6) Menanggapi secara positif 
terhadap pelaporan yang berkaitan dengan 
keuangan, penganggaran, program dan ke-
giatan. Kenyataan di Politeknik Pelayaran 
Surabaya menunjukkan bahwa kepemimpi-
nan yang kondusif telah berhasil diciptakan di 
Politeknik Pelayaran Surabaya dimana hal ini 
bisa dilihat dari persepsi pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya  yang menyatakan bahwa 
keputusan yang diambil pimpinan Politeknik 
Pelayaran Surabaya selalu didasarkan atas 
pertimbangan risiko yang mengancam penca-
paian tujuan Politeknik Pelayaran Surabaya. 
Pimpinan Politeknik Pelayaran Surabaya juga 
telah menerapkan interaksi rutin dengan peja-
bat Politeknik Pelayaran Surabaya yang lebih 
rendah tingkatannya dengan mengadakan 
rapat rutin dengan penanggungjawab tingkat 
unit kerja di bawahnya. Respon pimpinan 
Politeknik Pelayaran Surabaya terhadap per-
encanaan anggaran, pelaporan keuangan dan 
kegiatan juga selalu positif yang ditandai den-
gan pemberian feedback atas setiap laporan 
yang diterima.

Indikator keempat dalam penelitian ini 
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adalah pembentukan struktur organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan. Pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya memberikan persepsi 
16% memadai, 80% berpersepsi cukup me-
madai  dan 4% kurang memadai berkaitan 
dengan pembentukan struktur organisasi yang 
sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Pemerin-
tah No. 60 Tahun 2008 memberikan panduan 
bahwa pembentukan struktur organisasi di-
dasarkan atas ukuran dan sifat dari kegiatan 
organisasi, fleksibel terhadap perubahan ren-
cana operasi, dan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. Tidak mengherankan 
apabila pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya memberikan persepsi cukup mema-
dai, dikarenakan di lingkungan Politeknik 
Pelayaran Surabaya struktur organisasi telah 
dirancang sesuai dengan kompleksitas dan si-
fat kegiatannya, Struktur organisasi yang ada 
telah mempermudah penyampaian informasi 
risiko ke setiap bagian, Struktur organisasi 
telah dilengkapi dengan bagan organisasi 
yang menjelaskan peran dan tanggung jawab 
masing-masing pegawai dan Uraian tugas 
untuk masing-masing pejabat kunci/ penting 
telah ditetapkan dan dimutakhirkan.

Indikator kelima dalam penelitian ini 
adalah pendelegasian wewenang dan tang-
gung jawab yang tepat. Pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya memberikan persepsi 6% 
memadai, 90% berpersepsi cukup memadai  
dan 4% kurang memadai berkaitan dengan 
pendelegaian wewenang da tanggung jawab 
yang tepat. Peraturan Pemerintah No. 60 Ta-
hun 2008 menjelaskan bahwa pendelegasian 
wewenang ke tingkat bawah umumnya dilak-
sanakan dalam rangka efisiensi dan efektivi-
tas kegiatan. Pendelegasian tersebut henda-
knya dilaksanakan dengan mempertimbang-
kan kapasitas staf yang menerima pendela-
gasian tersebut. Persepsi pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya terhadap implementasi 
pendelegasian wewenang ternyata sangat 
tinggi yang dilihat dari persepsi mereka yang 
memberikan persetujuan bahwa wewenang 

dan tanggung jawab pegawai telah ditetap-
kan secara jelas dan dikomunikasikan kepada 
pegawai, serta adanya keseimbangan antara 
pendelegasian wewenang kepada bawahan 
dengan keterlibatan pimpinan Politeknik 
Pelayaran Surabaya yang berarti bahwa 
pimpinan Politeknik Pelayaran Surabaya ti-
dak dengan serta merta melepaskan tanggung 
jawab terhadap pekerjaan yang menjadi be-
ban pimpinan. Hal ini sesuai dengan PP No-
mor 60 tahun2008 yang menetapkan bahwa 
pimpinan instansi pemerintah perlu melaku-
kan hal-hal sebagai berikut dalam mendele-
gasikan wewenang ke bawah: (1) wewenang 
diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai 
dengan tingkat tanggung jawabnya dalam 
rangka pencapaian tujuan instansi pemerin-
tah, (2) pegawai yang diberi wewenang harus 
memahami bahwa wewenang dan tanggung 
jawab yang diberikan terkait dengan pihak 
lain dalam instansinya, dan (3) pegawai yang 
diberi wewenang harus memahami bahwa 
pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab 
terkait dengan penerapan SPIP.

Indikator keenam dalam penelitian ini 
adalah penyusunan dan penerapan kebijakan 
yang sehat tentang pembinaan sumber daya 
manusia. Pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya memberikan persepsi 15% memadai, 
53% berpersepsi cukup memadai  dan 32% 
kurang memadai berkaitan dengan penyusu-
nan dan penerapan kebijakan yang sehat ten-
tang pembinaan sumber daya manusia. BPKP 
(2009) memberikan panduan bahwa instansi 
pemerintah perlu membangun kebijakan dan 
prosedur sumber daya manusia sesuai dengan 
aturan perilaku dan nilai-nilai etika yang men-
cakup kebijakan dan prosedur mengenai rek-
ruitmen, pelatihan, promosi, dan kompensasi 
pegawai. Pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya berpersepsi bahwa kebijakan dan prose-
dur sumber daya manusia sudah diimplemen-
tasikan dengan baik di Politeknik Pelayaran 
Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari telah 
disusunnya prosedur rekruitmen pegawai di 
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Politeknik Pelayaran Surabaya yang memuat 
kriteria pendidikan, pengalaman, prestasi, 
dan perilaku etis bagi diterimanya seseorang 
untuk menjadi pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya. Disamping itu, pihak Politeknik 
Pelayaran Surabaya sendiri selalu melakukan 
penelusuran untuk memperoleh konfirmasi 
bahwa ijazah dan sertifikasi yang dimiliki 
pegawainya adalah asli dan benar. Hal ini ses-
uai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang 
menetapkan agar pimpinan instansi pemerin-
tah melakukan hal-hal sebagai berikut terkait 
dengan penyusunan dan penerapan kebijakan 
tentang pembinaan sumber daya manusia: (1) 
penetapan kebijakan dan prosedur sejak rek-
ruitmen sampai dengan pemberhentian pega-
wai, (2) Penelusuran latar belakang calon 
pegawai dalam proses rekuritmen, dan (3) 
supervisi yang memadai terhadap pegawai. 
Namun, berdasarkan persepsi pegawai di Po-
liteknik Pelayaran Surabaya terhadap penyu-
sunan dan penerapan kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan sumber daya manusia, 
masih ada unsur yang dinilai kurang mema-
dai, yaitu kebijakan dan prosedur pengelolaan 
SDM yang telah dipahami oleh seluruh pega-
wai. Menurut persepsi pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya kebijakan dan prosedur 
pengelolaan SDM tidak semuanya telah dipa-
hami oleh seluruh pegawai.

Indikator ketujuh dalam penelitian ini 
adalah perwujudan peran aparat pengawasan 
intern pemerintah yang efektif. Pegawai Poli-
teknik Pelayaran Surabaya memberikan per-
sepsi 12% memadai, 65% berpersepsi cukup 
memadai  dan 23% kurang memadai berkai-
tan dengan perwujudan peran aparat penga-
wasan intern pemerintah yang efektif.  BPKP 
(2009) menjelaskan bahwa peran Aparan 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat 
terwujud jika auditor APIP dapat memberikan 
keyakinan yang memadai atas penyeleng-
garaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, 
memberikan peringatan dini dan mening-
katkan efektivitas manajeme risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah, serta memelihara dan mening-
katkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 
tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pega-
wai Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki 
persepsi tinggi terhadap implementasi dari 
peran APIP yang ditunjukkan dengan adan-
ya dukungan pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya terhadap keberadaan APIP di Poli-
teknik Pelayaran Surabaya. Sehingga peran 
APIP dapat berjalan dengan baik, diantaranya 
(1) APIP telah melakukan reviu atas efisiensi/
efektivitas kegiatan secara periodik, (2) APIP 
telah memberikan peringatan dini kepada 
pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsi di Politeknik Pelayaran Surabaya, (3) 
APIP telah berperan dalam fasilitasi penye-
lenggaraan pengendalian di instansi, (4) APIP 
telah melakukan pengujian keuangan secara 
periodik, dan (5) Temuan dan saran/rekomen-
dasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti

Indikator terakhir dalam penelitian ini 
adalah hubungan kerja yang baik dengan in-
stansi pemerintah terkait.  Pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya memberikan persepsi 3% 
memadai, 84% berpersepsi cukup memadai  
dan 13% kurang memadai berkaitan dengan 
hubungan kerja yang baik dengan instansi 
pemerintah terkait. BPKP (2009) menjelas-
kan bahwa koordinasi antar instansi pemerin-
tah perlu dilakukan untuk menciptakan kes-
elarasan dan keharmonisan yang terpadu an-
tar instansi pemerintah sehingga tiap instansi 
mampu memberikan pelayanan terbaik kepa-
da publik. Jika dibandingkan dengan indikator 
lain, persepsi pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya terhadap implementasi indikator 
ini ternyata menduduki posisi terendah. Hal 
ini terutama ditunjukkan dari kenyataan di la-
pangan bahwa Politeknik Pelayaran Surabaya 
hanya melaksanakan mekanisma saling uji 
dengan instansi pemerintah lain hanya pada 
saat dibutuhkan saja. Hal ini tentu saja tidak 
sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang 
menetapkan bahwa hubungan kerja yang baik 
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dengan instansi pemerintah terkait diwujud-
kan dengan adanya mekanisme saling uji 
antar instansi pemerintah terkait secara rutin 
sehingga informasi yang menyangkut pihak 
lain di luar instansi tersebut dapat diyakini 
kebenarannya. Oleh karena itu, penting ki-
ranya bagi pimpinan Politeknik Pelayaran 
Surabaya untuk meningkatkan implementasi 
hubungan kerja yang baik dengan instansi 
pemeritah terkait dengan membangun infra-
struktur dan internalisasi yang terkait dengan 
indikator ini. Beberapa cara menurut BPKP 
(2009) yang bisa dilakukan untuk memban-
gung infrastruktur dan internalisasi hubungan 
kerja dengan instansi pemerintah lain adalah 
sebagai berikut:
1. Infrastuktur

a. Pembuatan kebijakan atas pelaksanaan 
hubungan kerja yang baik dengan in-
stansi pemerintah terkait.

b. Penetapan kebijakan tentang aktivitas/
kegiatan apa saja yang perlu dikoordi-
nasikan dengan instansi pemerintah ter-
kait.

2. Internalisasi
a. Melakukan komunikasi atas kebijakan 

koordinasi yang telah dibuat oleh pimp-
inan.

b. Menginformasikan dan mendorong 
seluruh pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya untuk berkoordinasi dengan 
instansi lain yang bisa dilakukan den-
gan mengkomunikasikan bahwa unit 
yang dipimpinnya seringkali memiliki 
ketergantungan data dan informasi den-
gan instansi pemerintah terkait.

c. Menginformasikan dan mendorong 
seluruh pegawai Politeknik Pelayaran 
Surabaya untuk mengidentifikasi jenis 
kegiatan yang memerlukan koordinasi 
dengan instansi lainnya.

d. Mendorong jajaran pimpinan dan se-
luruh pegawai untuk melakukan koor-
dinasi dengan cara membuat jadwal 
kegiatan dan pengorganisasian dengan 

instansi pemerintah lainnya sehubun-
gan dengan koordinasi yang akan di-
lakukan.

e. Membentuk organisasi yang akan men-
jadi pelaksana koordinasi dengan pihak 
instansi pemerintah lain.

PENUTUP

1. Kesimpulan
Persepsi pegawai mengenai lingkungan 

pengendalian intern di Politeknik Pelayaran 
Surabaya ialah sebagai berikut:
1. Pegawai memiliki persepsi cukup me-

madai terhadap implementasi unsur pen-
egakan integritas dan nilai etika di Poli-
teknik Pelayaran Surabaya. 

2. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur komit-
men terhadap kompetensi di Politeknik 
Pelayaran Surabaya. 

3. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur kepe-
mimpinan yang kondusif di Politeknik 
Pelayaran Surabaya. 

4. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur pemben-
tukan struktur organisasi yang sesuai den-
gan kebutuhan di Politeknik Pelayaran 
Surabaya. 

5. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur pendel-
egasian wewenang dan tanggung jawab 
yang tepat di Politeknik Pelayaran Sura-
baya. 

6. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur penyu-
sunan dan penerapan kebijakan yang se-
hat tentang pembinaan sumber daya ma-
nusia di Politeknik Pelayaran Surabaya. 

7. Pegawai memiliki persepsi cukup mema-
dai terhadap implementasi unsur perwu-
judan peran pengawas intern pemerin-
tah yang efektif di Politeknik Pelayaran 
Surabaya. 
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8. Pegawai memiliki persepsi cukup me-
madai terhadap implementasi unsur 
hubungan kerja yang baik dengan in-
stansi pemerintah terkait di Politeknik 
Pelayaran Surabaya. 

2. Saran
Berdasarkan persepsi pegawai Politeknik 

Pelayaran Surabaya mengenai lingkungan 
pengendalian intern yang masih memiliki 
kelemahan di beberapa segi, maka dapat di-
berikan saran sebagai berikut:
1. Pimpinan hendaknya secara kontinu 

melakukan evaluasi terkait lingkungan 
pengendalian internal, agar unsur lingkun-
gan pengendalian yang sudah baik dapat 
dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, 
dan kelemahan unsur lingkungan pengen-
dalian dapat diperbaiki. Dikarenakan ling-
kungan pengendalian internal merupakan 
unsur penting yang dapat membentuk 
budaya dan perilaku manusia. Unsur ma-
nusia merupakan penggerak dan menjadi 
landasan dalam segala aktivitas. 

2. Pimpinan dan seluruh pegawai Politeknik 
Pelayaran Surabaya wajib menciptakan 
dan memelihara lingkungan pengendalian 
yang sudah baik, agar dapat menimbul-
kan perilaku positif dan kondusif  untuk 
penerapan Sistem Pengendalian Intern 
dalam lingkungan Politeknik Pelayaran 
Surabaya. 

3. Berdasarkan persepsi pegawai, diketahui 
bahwasanya kelemahan lingkungan pen-
gendalian intern di Politeknik Pelayaran 
Surabaya yang perlu mendapatkan perha-
tian pimpinan ialah dari sisi unsur Pen-
egakan integritas dan nilai etika, pegawai 
Politeknik Pelayaran Surabaya berpersepsi 
bahwa bahwa pernyataan aturan perilaku 
belum dipahami oleh semua pegawai. 
Untuk mengatasi ini, disarankan kepada 
pimpinan Politeknik Pelayaran Surabaya 
untuk:
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh 

pegawai sehingga mereka mampu un-

tuk menerapkan nilai-nilai etika terse-
but dalam situasi yang nyata dalam 
sehari – hari. Sosialisasi bisa dalam 
bentuk rapat umum, training, loka-
karya atau bentuk sosialisasi lainnya 
untuk menumbuhkan pemahaman dan 
memberikan alasan moral agar terjadi 
internalisasi nilai-nilai.

b. Pimpinan terus menerus mensosial-
isasikan dan mempraktekan perilaku 
beretika, antara lain dengan mencip-
takan lingkungan kerja yang mendu-
kung penguatan etika dan integritas, 
menerapkan sistem assessment kerja 
yang efektif, dan memberikan reward 
untuk perilaku etika yang terpuji. Ling-
kungan kerja tersebut akan berdampak 
secara langsung pada penerapan etika 
dalam lingkungan kerja sehari – hari. 
Dalam hal ini pimpinan memegang 
peran sentral sebagai sumber kete-
ladanan bagi pegawai di lingkungan 
Politeknik Pelayaran Surabaya.

c. Mendokumentasikan dan mengarsip-
kan data mengenai aturan perilaku 
pegawai, sehingga apabila ada pega-
wai yang masih belum paham menge-
nai aturan perilaku tidak bingung untuk 
mendapatkan informasinya.

d. Memasang poster mengenai aturan 
perilaku pegawai di lokasi - lokasi 
strategis di lingkungan Politeknik 
Pelayaran Surabaya yang memudah-
kan pegawai untuk melihat dan mem-
baca aturan perilaku yang ada.
Selain pernyataan aturan perilaku yang 

belum dipahami oleh semua pegawai, ke-
bijakan organisasi dan aturan perilaku se-
tiap tahun belum diinformasikan kepada 
pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instan-
si lainnya). Untuk mengatasi ini, disarank-
an kepada pimpinan Politeknik Pelayaran 
Surabaya untuk:
a. Melakukan internalisasi kepada pihak 

ketiga (masyarakat, rekanan, instansi 
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lainnya) berupa sosialisasi, yang dapat 
dilakukan dengan mencantumkan 
aturan perilaku pegawai melalui web-
site Politeknik Pelayaran Surabaya.

b. Membuat mekanisme konsultasi in-
ternal untuk membantu pihak ketiga 
dalam mengemukakan pendapat dan 
memecahkan ketegangan yang dise-
babkan oleh masalah etika. 

4. Berdasarkan persepsi pegawai, diketahui 
bahwasanya kelemahan lingkungan pen-
gendalian intern di Politeknik Pelayaran 
Surabaya yang perlu mendapatkan perha-
tian pimpinan ialah selain dari sisi unsur 
penegakan integritas dan nilai etika juga 
penyusunan dan penerapan kebijakan yang 
sehat tentang pembinaan sumber daya ma-
nusia, pegawai Politeknik Pelayaran Sura-
baya berpersepsi bahwa kebijakan dan 
prosedur pengelolaan SDM belum dipa-
hami oleh seluruh pegawai. Untuk menga-
tasi ini, disarankan kepada pimpinan Poli-
teknik Pelayaran Surabaya untuk: 
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh 

pegawai. Sosialisasi bisa dalam bentuk 
rapat umum, training, lokakarya atau 
bentuk sosialisasi lainnya berkenaan 
dengan kebijakan dan prosedur penge-
lolaan SDM.

b. Mendokumentasikan dan mengar-
sipkan data mengenai kebijakan dan 
prosedur pengelolaan SDM, sehingga 
apabila ada pegawai yang masih belum 
paham mengenai aturan perilaku tidak 
bingung untuk mendapatkan informa-
sinya.
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